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Abstract: This research explores how decentralization policies contribute to improving the quality of public
services at the local government level. A qualitative descriptive approach was applied by collecting data through
interviews, field observations, and document reviews in several regional government institutions that have
implemented delegated authority. The findings reveal that decentralization can enhance service delivery when
supported by effective decision-making processes, fair allocation of resources, and the ability of institutions to
respond to community needs. Nevertheless, the outcomes largely depend on the readiness of institutions, the
capability of human resources, and the consistent application of transparency and accountability principles. In
practice, several obstacles remain, including bureaucratic inefficiencies and limited coordination between
administrative units, which may reduce policy effectiveness. To address these issues, strengthening institutional
capacity, improving organizational structures, and promoting good governance are essential. Furthermore,
encouraging greater public involvement is considered important to ensure that public services become more
adaptive, transparent, and aligned with societal needs.

Keywords: Local Government; Policy Decentralization; Public Administration; Public Participation; Quality
Of Public Services.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
di tingkat pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen pada sejumlah instansi
pemerintah daerah yang telah menerapkan pelimpahan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
desentralisasi berpotensi meningkatkan kualitas layanan apabila didukung oleh proses pengambilan keputusan
yang efektif, distribusi sumber daya yang adil, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan
masyarakat. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan,
kualitas sumber daya manusia, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam
praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti inefisiensi birokrasi dan lemahnya koordinasi antarunit kerja
yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas institusi,
perbaikan struktur organisasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, peningkatan
partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif,
transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Desentralisasi Kebijakan; Kualitas Pelayanan Publik; Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan
Daerah; Tata Kelola Pemerintahan.

1. LATAR BELAKANG

Penerapan otonomi daerah serta kebijakan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya
ditujukan untuk memperpendek jarak pelayanan publik, mempercepat laju pertumbuhan
ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Beragam kajian ilmiah sepakat menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan strategis
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tersebut sangat bergantung pada sejumlah faktor penentu, meliputi ketersediaan kapasitas
fiskal yang memadai, profesionalisme birokrasi, penerapan tata kelola yang terbuka dan
akuntabel, serta kemampuan pemerintah di tingkat lokal untuk berinovasi dalam merancang
dan menyajikan layanan prima bagi warga(Oktavia et al., 2025; Ramadhan & Yusuf, 2025).

Secara khusus, berbagai penelitian yang berfokus pada aspek desentralisasi fiskal
menyimpulkan bahwa penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan ke daerah memiliki
dampak positif terhadap peningkatan kinerja ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,
meskipun dampak tersebut dirasakan secara tidak seragam di setiap wilayah. Sebagai contoh,
di wilayah Nusa Tenggara Barat, pelimpahan wewenang keuangan dan tingkat Kinerja
keuangan daerah terbukti berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi dan
kesejahteraan sosial, namun di sisi lain juga berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan
antarpenduduk jika tidak diimbangi dengan mekanisme penyaluran dana perimbangan yang
efektif dan tepat sasaran. Kondisi berbeda tercatat di Jawa Timur dan Lampung, di mana
kebijakan desentralisasi fiskal justru mampu menekan angka kemiskinan serta mengurangi
ketimpangan pendapatan, asalkan kebijakan tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas
belanja daerah, utamanya yang dialokasikan bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Berbeda
dengan temuan tersebut, hasil kajian di Jawa Barat justru menunjukkan arah korelasi yang
berkebalikan; bantuan keuangan dari pemerintah pusat berkaitan erat dengan kenaikan angka
kemiskinan ketika pola alokasi dananya tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat
(Yuspika et al., 2026).

Jika ditinjau dari perspektif tata kelola dan mutu pelayanan, sejumlah studi kasus yang
dilakukan di wilayah Cianjur, Surabaya, Bandung, maupun Denpasar menegaskan peran vital
prinsip transparansi, penerapan sistem digital, serta pembaruan manajemen birokrasi. Di
Kabupaten Cianjur, misalnya, implementasi peraturan daerah telah mengarahkan pada
pembangunan sistem informasi berbasis teknologi, penguatan fungsi pengawasan, serta
pelibatan publik, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan
kemampuan sumber daya manusia, budaya kerja yang masih resisten terhadap perubahan,
serta ketimpangan ketersediaan infrastruktur teknologi. Sementara itu, di Kota Surabaya,
aspek keterbukaan informasi dalam layanan perizinan usaha belum sepenuhnya terlaksana;
prosedur yang rumit serta keterbatasan akses informasi masih menjadi keluhan utama warga
maupun pelaku usaha. Di sisi lain, Kota Bandung telah menunjukkan terobosan nyata melalui
inovasi layanan berjudul “Satu Jam Selesai”, sedangkan Pemerintah Kota Denpasar berupaya

mengadaptasi nilai kearifan lokal Sewaka Dharma atau “melayani adalah kewajiban” yang
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diterjemahkan ke dalam standar pelayanan 3S, 3K, dan 1E guna membentuk budaya kerja
yang ramah, cepat, dan akurat (Yuspika et al., 2026).

Dari dimensi kelembagaan, pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya pembaruan
sistem Dbirokrasi yang menyeluruh dan serius. Upaya peningkatan kompetensi aparatur,
penerapan sistem prestasi kerja dalam rekrutmen dan promosi jabatan, serta penanaman nilai
dasar akuntabilitas, profesionalitas, dan orientasi pada kebutuhan publik menjadi syarat
mutlak agar birokrasi lokal mampu berfungsi sebagai penyedia layanan yang kreatif dan
adaptif. Lebih jauh, kajian literatur mengenai dinamika desentralisasi pasca-reformasi
menunjukkan fakta bahwa meskipun otonomi telah membuka ruang luas bagi lahirnya inovasi,
permasalahan mendasar seperti kesenjangan kapasitas antardaerah, lemahnya harmonisasi
kebijakan antara pusat dan daerah, serta risiko penyalahgunaan wewenang masih menjadi
tantangan besar. Risiko ini meliputi munculnya praktik korupsi di tingkat lokal, termasuk
perilaku penyimpangan pejabat daerah yang memanfaatkan kewenangan otonomi untuk
kepentingan pribadi maupun kelompok politik tertentu (Sakti et al., 2022).

Dalam kaitannya dengan pembangunan sektoral dan peningkatan kualitas hidup,
kebijakan otonomi juga memberikan dampak nyata pada pengelolaan sumber daya pertanian,
kelautan, dan iklim investasi. Pengelolaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan,
berlandaskan kearifan lokal dan pemberdayaan petani, dipandang sebagai instrumen strategis
untuk menjamin hak atas pangan serta kesejahteraan petani, namun kondisi ini terancam oleh
pergeseran fungsi lahan dan ketidaksinkronan perencanaan tata ruang. Sementara itu, pada
sektor kelautan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tata kelola maritim yang lebih baik,
pembangunan sarana prasarana perikanan, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir
dinilai sangat penting untuk mengoptimalkan potensi laut demi peningkatan gizi dan
pendapatan warga setempat. Di sisi ekonomi makro, otonomi membuka peluang pertumbuhan
investasi dan percepatan pembangunan apabila proses perizinan disederhanakan, regulasi
daerah selaras dengan ketentuan nasional, dan kepastian hukum terjamin. Sebaliknya,
penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin justru dapat menghambat iklim usaha dan
mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat luas (Sugianto et al.,
2020).

Secara umum, sintesis dari berbagai penelitian tersebut mengindikasikan bahwa
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa peluang besar bagi pemerintah lokal untuk
memperbaiki mutu layanan, membangun kemandirian ekonomi, dan meningkatkan standar
hidup masyarakat. Akan tetapi, potensi positif ini senantiasa dibayangi oleh tantangan nyata

berupa ketimpangan kemampuan keuangan, kualitas sumber daya manusia yang belum merata,
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sistem tata kelola yang belum sepenuhnya transparan, serta risiko penyimpangan wewenang.
Kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ini terletak pada kombinasi strategi
pembaruan birokrasi yang konsisten, inovasi layanan berbasis teknologi, penguatan partisipasi
publik, serta penyusunan desain kebijakan keuangan yang berorientasi pada pemerataan
kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan (Ramadhan & Yusuf, 2025; Wahyuningsih
& Wilujeng, 2025).

Lebih jauh, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi
tuntutan normatif, melainkan menjadi kebutuhan mendesak agar penyelenggaraan otonomi
tidak menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu pelayanan kepada publik. Partisipasi masyarakat
yang aktif dalam setiap tahapan kebijakan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
pengawasan—terbukti mampu menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan
warga. Keterlibatan ini memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar menjawab
kebutuhan riil, bukan sekadar berorientasi pada kepentingan birokrasi semata. Ketika
masyarakat diberi ruang untuk berperan serta, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga
pemerintahan cenderung meningkat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi kebijakan
yang diambil (Gobang, 2014).

Aspek hukum dan regulasi di tingkat daerah memiliki peranan penting dalam
menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi. Peraturan daerah yang dirumuskan secara
terbuka, melibatkan partisipasi publik, serta selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi akan
memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan. Sebaliknya, banyaknya
regulasi yang saling tumpang tindih, rumit, dan kurang terintegrasi justru dapat menjadi
hambatan administratif yang memperlambat proses pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan
evaluasi secara berkala terhadap berbagai produk hukum daerah agar tetap relevan dengan
perkembangan, mampu mendorong iklim usaha yang sehat, serta memudahkan masyarakat
dalam memperoleh hak-haknya (Gobang, 2014).

Dari perspektif pembangunan wilayah, otonomi daerah membuka ruang bagi setiap
daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan yang dimilikinya, baik berupa
sumber daya alam, letak geografis, maupun kearifan lokal. Daerah tidak lagi harus mengikuti
pola pembangunan yang seragam dan terpusat, melainkan dapat merancang strategi spesifik
sesuai karakteristik wilayahnya. Misalnya, daerah yang memiliki potensi pariwisata besar
dapat memfokuskan investasi pada pengembangan destinasi dan fasilitas penunjang,
sedangkan daerah agraris dapat memprioritaskan modernisasi pertanian dan rantai pasok hasil
bumi. Keberagaman strategi ini, jika dikelola dengan baik, akan menciptakan kekuatan

ekonomi nasional yang kokoh berbasis pada kekuatan daerah masing-masing (Hendri, 2020).
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Namun, di balik kebebasan mengelola rumah tangga daerah, tanggung jawab
pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi sorotan utama. Pengelolaan yang akuntabel
berarti setiap rupiah yang diterima dan dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan
penggunaannya secara jelas dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, mulai
dari penyusunan rencana kerja hingga pelaporan realisasi, merupakan benteng utama untuk
mencegah kebocoran keuangan negara dan praktik korupsi. Ketika pengelolaan keuangan
dilakukan dengan disiplin tinggi dan berbasis pada prinsip nilai uang, maka dampak kebijakan
akan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang memadai,
pelayanan kesehatan yang terjangkau, serta pendidikan yang berkualitas (Hendri, 2020).

Transformasi digital menjadi satu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam
mendukung kinerja pemerintahan daerah masa kini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam
pelayanan publik, mulai dari perizinan daring hingga sistem pembayaran elektronik, terbukti
memangkas rantai birokrasi, mengurangi interaksi langsung yang rentan pungli, serta
mempercepat proses pelayanan. Inovasi digital ini juga memudahkan masyarakat memantau
kinerja pemerintah dan mengakses informasi pembangunan tanpa dibatasi jarak dan waktu.
Bagi pemerintah daerah, teknologi menjadi alat bantu pengambilan keputusan berbasis data
yang akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil
(Yuspika et al., 2026).

Pada akhirnya, keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat bukanlah hasil kerja satu pihak saja, melainkan sinergi harmonis antara
pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat sipil, dunia usaha, dan seluruh elemen
bangsa. Tantangan yang ada, baik berupa keterbatasan sumber daya, ketimpangan
kemampuan, maupun risiko penyalahgunaan wewenang, bukanlah alasan untuk
menghentikan langkah desentralisasi, melainkan pemicu untuk terus melakukan perbaikan
dan pembenahan. Dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi,
menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta senantiasa berinovasi melayani,
maka otonomi daerah akan menjadi instrumen paling efektif untuk mewujudkan cita-cita
negara, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Panjang, 2022;
Ramadhan & Yusuf, 2025).

2.  TUJUAN PUSTAKA
Menjelaskan Konsepsi Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Pembahasan ini dimaksudkan untuk memaparkan kerangka dasar pemikiran mengenai

desentralisasi dan otonomi daerah, mulai dari pengertian mendasar, bentuk-bentuk
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penerapannya—~baik dalam aspek administrasi, pengelolaan keuangan, maupun kewenangan
politik—serta landasan hukum yang melandasinya, khususnya pasca perubahan Undang-
Undang Dasar 1945. Pemahaman konsepsional ini juga mencakup variasi pola pelaksanaan,
seperti pemberian kewenangan yang berbeda atau disebut desentralisasi asimetris yang
diterapkan pada wilayah tertentu seperti Papua, guna menyesuaikan kebijakan dengan
karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Hal ini penting untuk
membedakan ruang lingkup kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi
kerancuan dalam penerapan di lapangan(Srisaparmi et al., 2025).

Selanjutnya, uraian konsepsional ini juga menegaskan pergeseran paradigma
pemerintahan dari sistem yang sangat terpusat menjadi lebih memberikan kebebasan kepada
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Melalui kajian literatur ini, dipahami bahwa
otonomi bukan sekadar pembagian wilayah administratif, melainkan pelimpahan wewenang
penuh yang disertai tanggung jawab konstitusional guna mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai sumber yang dikaji sepakat bahwa landasan hukum yang kuat dan jelas
menjadi prasyarat utama agar pelaksanaan otonomi berjalan sesuai tujuan, yakni mewujudkan
pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya yang
berkembang di setiap wilayah nusantara (Sugianto et al., 2020; Yuspika et al., 2026).
Menganalisis Hubungan Desentralisasi dengan Pelayanan Publik dan Tata Kelola

Bagian ini bertujuan untuk menelaah keterkaitan erat antara pelimpahan wewenang ke
daerah dengan mutu pelayanan yang diterima oleh masyarakat, serta bagaimana pola tata
kelola pemerintahan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Berbagai kajian yang
dikumpulkan menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah diberi wewenang lebih besar,
terdapat peluang yang lebih luas untuk melakukan pembaruan, baik berupa penemuan cara
kerja baru, penerapan sistem digital dalam administrasi, maupun penyederhanaan prosedur
yang selama ini dianggap berbelit. Analisis ini juga melihat sejauh mana perubahan struktur
pemerintahan tersebut berdampak pada kemudahan akses layanan, kecepatan penyelesaian
urusan warga, hingga keterbukaan informasi yang menjadi hak publik (Putri, 2021).

Selain itu, kajian ini juga menelaah penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, sebagai mekanisme pengendali agar
pelimpahan kewenangan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil
telaah dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik
tidak serta-merta terjadi hanya karena adanya otonomi daerah, melainkan sangat dipengaruhi
oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya serta mengawasi kinerja

birokrasi. Dalam konteks ini, mekanisme akuntabilitas memegang peranan penting, baik
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melalui fungsi lembaga pengawas maupun keterlibatan masyarakat, untuk memastikan bahwa
setiap kebijakan dan layanan yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik
serta bebas dari praktik penyimpangan (Gobang, 2014; Sakti et al., 2022).

Mengkaji Dampak Otonomi/Desentralisasi terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah memahami bagaimana pelaksanaan otonomi
dan kebijakan desentralisasi, termasuk pengalihan urusan keuangan, memberikan dampak
nyata terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah. Berbagai literatur
yang ditinjau menyajikan beragam temuan mengenai pengaruh kebijakan ini terhadap laju
pertumbuhan ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan, hingga kesenjangan yang masih
terjadi antarkawasan maupun antarkelompok masyarakat. Sintesis ini merangkum bukti
empiris bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan
pemerintah lokal dalam memanfaatkan pelimpahan wewenang tersebut untuk mengelola
potensi yang dimiliki, mengatur alokasi anggaran, serta menentukan prioritas pembangunan
yang paling dibutuhkan warga (Ramadhan & Yusuf, 2025).

Di samping itu, kajian ini juga menyoroti keterkaitan antara pengelolaan keuangan
daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan menilai sejauh mana peningkatan
pendapatan asli daerah maupun transfer dari pemerintah pusat mampu diimplementasikan
dalam bentuk peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan kompilasi berbagai hasil penelitian di
sejumlah wilayah, ditemukan bahwa dampaknya tidak bersifat merata; terdapat daerah yang
berhasil meningkatkan kesejahteraan secara signifikan, sementara daerah lainnya masih
menghadapi kendala dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Temuan ini menegaskan
bahwa keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tidak hanya
ditentukan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah
daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang tepat, berkeadilan, dan berkelanjutan
sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah (Oktavia et al., 2025).

Mengidentifikasi Problem, Risiko, dan Tantangan Struktural

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan mendasar, potensi
risiko, serta hambatan struktural yang sering muncul dalam implementasi otonomi dan
desentralisasi di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah literatur, ditemukan
adanya dilema kebijakan yang cukup kompleks, seperti ketidakjelasan pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta inkonsistensi regulasi terkait
pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, terdapat pula potensi penyalahgunaan
kewenangan yang dapat berujung pada praktik korupsi di tingkat lokal. Permasalahan lain

yang turut menjadi perhatian adalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan kondisi
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keuangan antar daerah yang masih cukup signifikan. Di samping itu, efektivitas kebijakan
pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi khusus di beberapa daerah juga dinilai belum
menunjukkan hasil yang optimal (Oktavia et al., 2025).

Tidak hanya berhenti pada pencatatan masalah, bagian ini juga membedah akar
penyebab dari tantangan tersebut agar dapat dipahami secara mendalam mengapa pelaksanaan
otonomi belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan. Ditemukan bahwa banyak kendala yang
bersifat struktural, seperti lemahnya sistem pengawasan, belum meratanya kualitas birokrasi,
hingga perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada. ldentifikasi
terhadap risiko dan hambatan ini sangat penting dilakukan, mengingat tanpa pemahaman yang
jelas mengenai sisi lemah dari sistem yang berjalan, sulit untuk menentukan langkah
perbaikan yang tepat. Berbagai kajian sepakat bahwa mengakui dan memetakan masalah
adalah langkah awal yang krusial sebelum melakukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut
(Yuspika et al., 2026).

Merumuskan Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Tata Kelola Daerah

Berdasarkan hasil sintesis dari berbagai temuan dan permasalahan yang telah dibahas,
bagian ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi serta arah kebijakan dalam rangka
memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Sejumlah literatur
menekankan pentingnya penyesuaian model desentralisasi, seperti penerapan pendekatan
asimetris yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, serta penguatan
kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur pemerintah. Selain itu, diperlukan perbaikan
dalam mekanisme koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah
agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan. Penguatan peran serta masyarakat
juga menjadi hal yang krusial, baik dalam proses perencanaan maupun pengawasan
pembangunan (Gobang, 2014).

Rekomendasi yang dihasilkan juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang
lebih efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kualitas pelayanan publik
sebagai fondasi utama agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal. Berbagai hasil studi
menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan
pemerintah dalam melakukan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan, mengatasi
berbagai kelemahan yang ada, serta membangun sistem tata kelola yang kuat dan adaptif. Oleh
karena itu, gagasan yang dirangkum dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
pembuat kebijakan maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan sistem pemerintahan
daerah yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
(Yuspika et al., 2026).
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3. METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kajian ini pada dasarnya didominasi oleh penggunaan pendekatan kualitatif dengan
sifat deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara
lebih utuh, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan desentralisasi dijalankan serta
dampaknya terhadap pelayanan publik di tingkat daerah. Implementasinya tidak hanya
terbatas pada studi kasus di lingkungan pemerintahan daerah, tetapi juga mencakup
penelaahan berbagai fenomena administratif dan kebijakan yang berkembang(Yuspika et al.,
2026).

Di sisi lain, beberapa penelitian memanfaatkan pendekatan hukum normatif yang
berorientasi pada kajian dokumen hukum. Fokus utama pendekatan ini adalah menelaah
berbagai regulasi, prinsip hukum, serta perkembangan kebijakan terkait otonomi daerah.
Melalui cara ini, peneliti berupaya mengurai keterkaitan antarperaturan sekaligus memahami
fondasi yuridis dari kebijakan desentralisasi yang berlaku.

Tidak hanya itu, terdapat pula penelitian yang berbasis kajian literatur, baik dalam
bentuk tinjauan sistematis maupun naratif. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri
perkembangan isu-isu strategis, seperti tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan teknologi
informasi. Dalam beberapa kasus, pendekatan kualitatif juga dipadukan dengan data
kuantitatif guna memperkaya analisis, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif
(Hendri, 2020; Yuspika et al., 2026).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua kategori utama, yakni data sekunder
dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi tertulis,
seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi instansi pemerintah, publikasi ilmiah,
serta dokumen lain yang relevan. Keberadaan data ini berfungsi sebagai dasar konseptual
sekaligus acuan dalam membangun kerangka analisis penelitian.

Adapun data primer dihimpun secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan
berbagai pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara mendalam menjadi teknik
utama yang digunakan untuk menggali informasi dari informan, termasuk aparatur
pemerintah, anggota legislatif daerah, serta masyarakat. Melalui proses ini, peneliti
memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai praktik kebijakan dan pelayanan publik
(Yuspika et al., 2026).
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Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung
proses yang berlangsung dalam pelayanan publik maupun implementasi kebijakan. Teknik
dokumentasi turut dimanfaatkan dengan menelaah arsip, laporan, serta berbagai bukti tertulis
lainnya. Dalam beberapa penelitian tertentu, analisis terhadap isi media juga digunakan
sebagai pendekatan tambahan untuk memahami representasi kebijakan dalam ruang publik
(Gobang, 2014;).

Teknik Sampling dan Keabsahan Data

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan relevansi terhadap tujuan penelitian. Teknik purposive sampling
digunakan untuk memilih individu yang dinilai memiliki pengetahuan atau pengalaman yang
sesuai. Selanjutnya, proses ini dapat berkembang melalui snowball sampling, di mana
informan awal merekomendasikan pihak lain yang juga memiliki informasi penting.

Untuk menjaga kualitas data yang diperoleh, penelitian ini menerapkan prinsip
validitas melalui teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi
dari berbagai sumber serta menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Langkah
ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat kepercayaan
yang tinggi.

Dalam konteks penelitian berbasis dokumen, unit analisis mencakup berbagai regulasi
dan dokumen resmi yang berkaitan dengan otonomi daerah. Proses pengkajian dilakukan
secara sistematis agar interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dengan konteks kebijakan
dan ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang
dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diawali dengan proses reduksi data, yaitu memilih
dan memfokuskan informasi yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya,
data yang telah terseleksi disusun secara terstruktur agar lebih mudah dipahami. Tahap akhir
dilakukan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, keterkaitan, dan kecenderungan
yang ditemukan dalam data.

Pada penelitian berbasis literatur, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-
tema utama yang muncul dari berbagai sumber. Tema tersebut kemudian dikelompokkan dan
ditafsirkan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai isu yang dikaji (Oktavia et
al., 2025; Srisaparmi et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis

yang terarah dan terstruktur.
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Sementara itu, dalam penelitian yang menggabungkan data kuantitatif, analisis
numerik sederhana digunakan untuk mendukung temuan kualitatif. Data statistik yang
tersedia diinterpretasikan secara kontekstual sehingga mampu memperkuat hasil analisis
secara keseluruhan.

Rumusan Singkat Metode Penelitian Terpadu

Secara umum, metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terpadu dengan
mengombinasikan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan utama yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang kemudian diperkaya dengan kajian hukum
normatif serta penelusuran literatur ilmiah. Pada bagian tertentu, data kuantitatif juga
dimanfaatkan sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penggalian data
lapangan. Studi pustaka mencakup berbagai dokumen resmi, regulasi, serta sumber ilmiah
lainnya, sedangkan data lapangan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Pemilihan informan dilakukan secara terarah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh
sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui
beberapa tahapan, mulai dari pemilahan data hingga penarikan kesimpulan. Untuk menjamin
keandalan hasil penelitian, dilakukan pengujian melalui triangulasi. Fokus analisis diarahkan
pada pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan desentralisasi, kinerja otonomi

daerah, serta kualitas pelayanan publik dalam konteks tata kelola pemerintahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, berbagai kajian yang dianalisis memperlihatkan bahwa pelaksanaan
otonomi daerah memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola
urusan pemerintahan. Namun demikian, keberhasilan implementasinya tidak berlangsung
secara seragam. Perbedaan kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta
ketepatan perumusan kebijakan menjadi faktor penentu utama yang memengaruhi capaian di
masing-masing daerah.

Dalam implementasinya, otonomi daerah tidak hanya membuka peluang untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, tetapi juga
memunculkan berbagai tantangan yang bersifat struktural (Srisaparmi et al., 2025). Oleh
sebab itu, pembahasan selanjutnya disajikan secara tematis guna memberikan pemahaman

yang lebih sistematis mengenai berbagai dinamika yang terjadi.
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Dinamika Desentralisasi dan Otonomi

Pelaksanaan desentralisasi sejak era reformasi telah memperluas kewenangan
pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Meskipun
demikian, perluasan kewenangan tersebut tidak selalu diiringi dengan kesiapan kapasitas
daerah. Akibatnya, muncul kesenjangan dalam kemampuan fiskal, kualitas birokrasi, serta
efektivitas pengelolaan pemerintahan antarwilayah. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi
memunculkan praktik penyimpangan, termasuk korupsi di tingkat lokal (Sakti et al., 2022).

Dari sisi regulasi, perkembangan kebijakan menunjukkan adanya penguatan peran
peraturan daerah sebagai instrumen dalam mewujudkan kemandirian daerah. Namun, dalam
implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti tumpang tindih kebijakan serta
belum optimalnya mekanisme pengawasan dan pengujian regulasi. Hal ini menunjukkan
bahwa penguatan otonomi perlu diimbangi dengan sistem kontrol yang memadai.

Pada wilayah tertentu, khususnya daerah perbatasan, pelaksanaan otonomi
menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Kesenjangan pembangunan, aktivitas ilegal,
serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan utama.
Dalam konteks ini, pendekatan desentralisasi yang bersifat asimetris dinilai lebih relevan
untuk menjawab kebutuhan spesifik daerah (Sakti et al., 2022).

Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola

Penerapan otonomi daerah turut mendorong perubahan dalam paradigma pelayanan
publik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi
juga mampu menghadirkan layanan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan
masyarakat (Ramadhan & Yusuf, 2025). Faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah
kualitas sumber daya manusia aparatur serta perubahan pola pikir birokrasi (Panjang, 2022;
Wahyuningsih & Wilujeng, 2025).

Beberapa praktik di daerah menunjukkan adanya kemajuan, terutama melalui
penerapan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta penguatan
mekanisme pengawasan. Upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan
akuntabilitas. Meskipun demikian, proses transformasi belum sepenuhnya optimal dan masih
memerlukan percepatan, khususnya dalam hal adopsi teknologi dan peningkatan literasi
masyarakat terhadap layanan digital (Hidayat et al., 2025; Putri, 2021).

Pada tingkat yang lebih luas, pelaksanaan reformasi birokrasi masih dihadapkan pada
sejumlah kendala yang bersumber dari faktor internal. Adanya resistensi terhadap perubahan
serta keterbatasan pemahaman aparatur mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik menjadi hambatan yang cukup serius. Oleh karena itu, diperlukan penerapan
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mekanisme insentif dan sanksi secara tegas dan konsisten, yang diiringi dengan upaya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur secara berkelanjutan (Yuspika et al., 2026).
Otonomi, Pemekaran Daerah, Korupsi, dan Investas

Fenomena pemekaran wilayah menunjukkan hasil yang tidak seragam, bahkan dalam
banyak kasus belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah yang diperoleh sering kali belum
mencukupi untuk mendukung kebutuhan pembangunan, sehingga daerah masih bergantung
pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, proses pemekaran wilayah juga kerap
dipengaruhi oleh kepentingan elite lokal, yang berpotensi menurunkan kualitas tata kelola
pemerintahan di daerah tersebut (Hendri, 2020; Oktavia et al., 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, otonomi daerah juga berkaitan dengan pergeseran pola
korupsi dari tingkat pusat ke daerah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum
sepenuhnya diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat. Kelemahan dalam aspek
akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya praktik
penyimpangan di tingkat lokal (Sakti et al., 2022; Putri, 2021).

Di sisi lain, otonomi daerah memiliki potensi untuk mendorong investasi apabila
didukung oleh kebijakan yang kondusif. Penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta
sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menarik minat
investor. Namun, apabila kewenangan tersebut tidak dikelola dengan baik, justru dapat
menimbulkan hambatan baru dalam proses perizinan.

Kesejahteraan, Desentralisasi Fiskal, dan Sektor Spesifik

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan tingkat kesejahteraan masyarakat
menunjukkan keterkaitan yang cukup erat. Daerah yang memiliki kapasitas keuangan yang
baik cenderung mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan
masyarakatnya. Sebaliknya, keterbatasan anggaran, terutama dalam belanja sosial, menjadi
kendala utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan (Hendri, 2020).

Dalam beberapa kasus, kontribusi investasi, baik dari sektor publik maupun swasta,
turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Investasi swasta umumnya
memberikan dampak yang lebih signifikan, sementara investasi publik belum sepenuhnya
optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya
pengelolaan anggaran yang lebih strategis dan tepat sasaran.

Di samping itu, penguatan perekonomian lokal melalui pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian

ekonomi di tingkat desa. Pada sektor lain, seperti kemaritiman, peningkatan kesejahteraan
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masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya yang berkaitan dengan
keterbatasan infrastruktur serta belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat
(Iswardhana, 2023; Yuspika et al., 2026).

Dimensi Historis dan Konseptual

Dari perspektif historis, dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah telah
berlangsung sejak lama. Beberapa peristiwa masa lalu mencerminkan adanya ketimpangan
pembangunan yang mendorong munculnya tuntutan terhadap otonomi yang lebih luas.
Kondisi ini menjadi salah satu latar belakang berkembangnya kebijakan desentralisasi di
Indonesia (Oktavia et al., 2025; Yuspika et al., 2026).

Secara konseptual, perubahan regulasi pascareformasi menunjukkan adanya
pergeseran dalam posisi dan fungsi peraturan daerah. Peraturan daerah tidak lagi sekadar
menjadi pelengkap, tetapi berperan sebagai instrumen penting dalam merespons kebutuhan
lokal. Hal ini menegaskan bahwa otonomi daerah menuntut adanya keseimbangan antara
kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ringkasan Temuan per Tema
Tabel 1. Dimensi Historis dan Konseptual.

Tema Hasil Utama
Desentralisasi & Pemberian kewenangan luas membuka peluang kemandirian, namun dihadapkan pada
dinamika tantangan ketimpangan kapasitas fiskal, disparitas kemampuan birokrasi, serta risiko

nyata penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Di wilayah perbatasan, desentralisasi
asimetris dianggap sebagai model paling relevan untuk menjawab kebutuhan khusus

wilayah.
Layanan publik Keberhasilan pelayanan sangat bergantung pada kualitas SDM dan perubahan pola
& birokrasi pikir, bukan sekadar perubahan struktur. Inovasi seperti digitalisasi layanan di Cianjur

menjadi contoh baik, namun reformasi nasional masih terhambat resistensi internal dan
lemahnya pemahaman prinsip good governance.

Pemekaran, Kebijakan pemekaran wilayah banyak yang gagal memenuhi tujuan karena PAD rendah
korupsi, dan didorong kepentingan elit, justru memperburuk tata kelola. Otonomi berkorelasi
investasi dengan pergeseran kasus korupsi ke daerah. Dalam investasi, perizinan bisa menjadi

pendorong pertumbuhan atau penghambat utama, bergantung pada integritas dan
kepastian hukum.
Kesejahteraan & Kapasitas keuangan daerah berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan; alokasi
fiskal belanja sosial yang minim menjadi penghambat utama perbaikan hidup. Peran investasi
swasta dan BUMDes sangat efektif mendongkrak ekonomi, sedangkan di sektor spesifik
seperti kelautan, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai penelitian, keberhasilan pelaksanaan otonomi
daerah serta upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dalam mendorong investasi, kualitas
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh sejumlah faktor

utama. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup tingkat transparansi kelembagaan, kualitas
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dan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur pendukung, serta adanya kepastian
dalam regulasi yang berlaku.

Hambatan Birokrasi dan Aksesibilitas: Di Kabupaten Cianjur, meskipun regulasi
mengenai transparansi telah memicu proses digitalisasi dan penguatan fungsi pengawasan,
efektivitasnya masih terbentur oleh keterbatasan kompetensi aparatur, kultur birokrasi yang
kaku, dan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai (Hidayat et al., 2025; Putri,
2021). Masalah teknis juga ditemukan di Kota Surakarta, di mana pelayanan administrasi
kependudukan sering kali mengalami kendala operasional pada sistem daring serta minimnya
diseminasi informasi kepada masyarakat (Nugrahini et al., 2023). Sementara itu di Kota
Surabaya, keterbukaan dalam aspek perizinan usaha dinilai belum optimal karena prosedur
dan informasi formal yang disediakan masih sulit dipahami oleh pelaku usaha (Putri, 2021).

Iklim Investasi dan Regulasi: Dalam ranah ekonomi, otonomi daerah sebetulnya
membuka peluang akselerasi pembangunan. Namun, potensi ini kerap terhambat oleh adanya
tumpang tindih (asimetri) regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta mekanisme
perizinan yang opak. Suatu daerah dapat dikategorikan ramah investasi apabila mampu
menjamin kepastian administrasi dan hukum, menyelaraskan regulasi, menyederhanakan
birokrasi perizinan, dan menunjukkan Kkinerja keuangan yang akuntabel (Sugianto et al.,
2020).

Sektor Maritim dan Kualitas Petugas Garis Depan: Pada sektor maritim di Daerah
Istimewa Yogyakarta, implementasi visi Abad Samudera Hindia dinilai belum menyentuh
esensi kesejahteraan masyarakat pesisir, meskipun koordinasi antar-aparat penegak hukum
berjalan baik. Masyarakat nelayan lokal masih sangat membutuhkan penguatan kompetensi
visual dan pembangunan fasilitas fisik perikanan (Iswardhana, 2023). Di sisi lain, dimensi
pelayanan prima secara umum juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal petugas garis
depan (frontliners), seperti aspek motivasi, pola kepemimpinan, dan kompetensi teknis,
sebagaimana yang teridentifikasi pada kinerja petugas aviation security (Supardi et al., 2023).

Peran Komunitas dan Media: Terakhir, fungsi kontrol sosial melalui media lokal di
Nusa Tenggara Timur berpotensi besar dalam mengawal prinsip good governance. Kendati
demikian, independensi media ini tidak terjadi secara otomatis karena rentan terhadap
kooptasi dan intervensi dari pemilik modal maupun otoritas pemerintahan (Gobang, 2014).
Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dipaparkan, sejumlah rekomendasi strategis
dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu

langkah yang perlu dilakukan adalah mendorong transformasi digital serta memperluas



Implementasi Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan
Pelayanan Masyarakat dan Kualitas Hidup Warga

keterbukaan informasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi penerapan sistem
pelayanan berbasis digital yang didukung oleh peningkatan kompetensi aparatur sipil negara
melalui pelatihan yang berkelanjutan. Di samping itu, upaya penyebarluasan informasi terkait
regulasi dan prosedur pelayanan perlu dilakukan secara lebih intensif, terutama dengan
menyasar masyarakat di wilayah pedesaan serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), guna meminimalkan kesenjangan akses informasi. Rekomendasi ini sejalan dengan
temuan yang dikemukakan oleh Hidayat et al. (2025), Nugrahini et al. (2023), dan Putri
(2021).

Penguatan Infrastruktur Teknis dan Fasilitas Publik Diperlukan alokasi anggaran
yang fokus pada pengadaan infrastruktur teknologi informasi, terutama penyediaan jaringan
internet yang stabil dan aplikasi pelayanan yang andal. Di samping infrastruktur digital,
pembangunan fasilitas fisik pada sektor sektoral—seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta
Pelabuhan Perikanan Nusantara/Samudera (PPN/PPS)—harus diprioritaskan demi
mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, sesuai dengan kajian Hidayat et al. (2025),
Nugrahini et al. (2023), dan Iswardhana (2023).

Pengembangan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja Guna mewujudkan pelayanan
prima, institusi daerah wajib menyusun program pembinaan yang berorientasi pada
peningkatan motivasi, kompetensi teknis, dan kapabilitas kepemimpinan para petugas di garda
terdepan. Nilai-nilai keterbukaan dan orientasi pelayanan publik harus diinternalisasikan ke
dalam budaya organisasi secara berkelanjutan. Saran ini merujuk pada pemikiran Hidayat et
al. (2025), Supardi et al. (2023), dan Putri (2021).

Harmonisasi Regulasi dan Akselerasi Investasi Untuk menciptakan iklim investasi
yang kondusif, langkah krusial yang harus diambil adalah melakukan sinkronisasi regulasi
antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk
memangkas birokrasi perizinan yang berbelit-belit serta memberikan jaminan kepastian
hukum yang mutlak bagi para investor, sejalan dengan analisis Sugianto et al. (2020), Putri
(2021), dan Gobang (2014).

Penguatan Kontrol Sosial dan Independensi Media Dalam menjaga check and
balance pemerintahan, penting untuk mempertahankan independensi media lokal dari
intervensi politik dan modal. Hal ini harus didukung oleh peningkatan literasi Kkritis
masyarakat dalam mengonsumsi berita, sehingga publik mampu mengawal jalannya birokrasi

daerah secara objektif, sebagaimana direkomendasikan oleh Gobang (2014).
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